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rasa dan karsa n | Peraham;m mtm pe
nenunjang  peml angunan padé umumnvgw.
mbangunan pendidikan, penelitian, pengembar
pengetahuan dan teknolgi serta penyebaran infaﬁmaﬁi 3
pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancaﬂ;ib
seperti tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
tahun 1990. Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam
menghimpun,melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak

dan karya rekam dari hasil karya intelektual dan artistik hasil
Pengarang Sumatera Utara.

Penerbitan Buku Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara
merupakan kegiatan rutin Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk
menggali potensi penulis-penulis Sumatera Utara dalam hal
Penulisan Budaya Sumatera Utara maupun disiplin ilmu lainnya
yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara dengan tema
bervariasi yaitu Adat Istiadat, Pertaniaan, Ekonomi dan Pendidikan
Agama serta Cerita Fiksi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menyambut
baik Penerbitan Buku Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara yang
berjudul “Hukum Perdata Islam di Indonesia”karya DR.
Ramadhan Syahmedi Siregar,M.Ag. Kami juga mengajak serta
menghimbau kepada para Pengarang Sumatera Utara agar dapat
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yanmmkd... o arga, pribadi yang
warga yang lamnyfdaﬁm mdup permasyarakin

person adalah subjek hukum (rechtspersam i
pendukung hak ~dan kewajiban, dapat
(natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspér§3 ).

sarnya dibagi «

T

Hukum perdata pada da

perdata materil dan formil, hukum perdata materil adal

yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyaraka

sementra hukum perdata formal adalah hukum yang gatt

cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan ke

,,,,

tersebut. Hukum perdata materil mengatur segala

berkenaan dengan

kewajiban (personenrechl); 2) Keluarga

masyarakat terkecil (familierecht); 3) Harta kel ‘%H

(vermogensrecht); dan 4) Pewarisan (erfrecht)

1) Orang sebagal pendukung h
sebaoal J

n itu sendiri, karena Y&

Selanjutnya pengertian [slai
erdata Islam. U Wb

dibahas dalam tulisan ini adalah hukum p

14 Ibid,
15 C.S.T. Cansil., hlm. 117,
16 Abdul kadir Muhammad him. 5.
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Dipindai dengan CamScanner



alangkah lebih sempurnanya bila di singgung sedikit yang
berkaitan dengan Islamnya. al-Islam sebagai penyebutan nama
menjadi Din al-Islam diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana
disebutkan dalam firman-Nya yang artinya : Sesungguhnya
agama yang diridhai di sisi Allah, hanyalah Islam (Q.S. Ali
Imran : 19).'7 Selanjutnya dalam ayat yang lain yang artinya :
...Dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.S. al-
Ma'idah : 3)."* Nama Din al-Islam yang diturunkan oleh Allah
SWT. melalui utusan-Nya yaitu nabi Muhammad saw, hal ini
memberi makna bahwa al-Din  al-Islam, bukanlah
Mohammedanisme, atau  Mohammedan  Law  (ajaran
Muhammad), sebagaimana anggapan orang Barat pada
umumnya. Muhammad adalah nabi yang kepadanya agama
Islam diwahyukan. Para penulis Barat mengambil nama Beliau
sebagai nama agama ini, yaitu Mohammedanisme, berdasarkan
analogy dengan nama-nama agama seperti agama Kristen

(Christianity) yang dibawa oleh Yesus Kristus'®, dengan agama

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang:
PT. Kudasmoro Grafindo, 1994), him, 78.

'® Ibid., him, 157,

" Dalam pandangan Islam, Yesus bukanlah pembawa agama
samawi, tetapi agama ardhi, Nabi lsa sebagai seorang pembawa agama
samawi dilahirkan di dunia 600 tahun sebelum kelahiran nabi yang terkhir
yakni nabi Muhammad saw, Salah satu penjelasan atau uraian mengenai nabi
Isa dalam Alqur'an adalah : Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada bani

/
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bahwa belum mampu terpenetrasikan menjadi jargon umum.
Para kelompok elite tidak begitu tertarik dengan elemen-elemen
sosial radikal yang dibutuhkan untuk mereformulasi pranata-
pranata sosial warisan penjajahan. Sebaliknya, justru mereka
lebih cenderung untuk merujuk kepada bentuk-bentuk lama.
Oleh karenanya, setiap startegi yang dimunculkan untuk
revolusi sosial, atau bahkan perubahan sosial sangat sukar untuk
ditemukan pada saat itu.®® Sejalan dengan keadaan tersebut,
dalam Aturan Peralihan pada pasal 2 Undang-undang Dasar
1945 vang menetapkan bahwa “Semua badan Negara dan
peraturan yang ada masih berlangsung berlaku, selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.*’
Untuk itu, dalam rangka menghindari serta mengisi
kekosongan hukum pemerintah baru dengan rasa keterpaksaan
memperkenalkan kembali berbagai macam aturan hukum yang
diwarisi dari zaman kolonial, semisal Wetboek van Strafrecht
yang dikeluarkan pada tahun 1915 tetap berlanjut berlaku untuk
mengatur hukum pidana di Indonesia. Kecuali di daerah tertentu

di luar jawa di mana pengadilan adat masih tetap berjalan,”

“ Daniel S. Lev, him. 13,

” Dalam versi bahasa Inggris lihat Subekti, op.cit., him. 6.
wR, Subekti, him, 7,
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pabwa

E nasional, meskipun akhirnya dirubah dari bunyi aslinya
(Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari at Islam bagj
pemeluk-pemeluknya) menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
Akhirnya, dengan berdirinya Departemen Agama pada
tanggal 3 Januari 1946 merupakan tonggak awal dari perjalanan
hukum Islam di Indonesia. Kemudian, dengan terbentuknya
Departemen Agama maka kewenangan peradilan agama Islam
telah dialihkan dari menteri hukum Kkepada menteri agama

ketika itu,”?

. i dalam
7 Ysmail Sunny, Tradisi dan [novasi Keislaman di ﬁwcﬁw..,masz.
Bidang Hukum Islam, dalam Hukum Istam dalam :ﬂsz {oof), i
Indonesia, Cik Hasan Bisri) (ed), (Jakarta: LOgos Publishing,
2 Nur Ahmad Fadhil, him, 137.
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© Tahun 1966 sampai Mei 1998 di bawah pemerintahan
swm-m, masa itulah yang disebut dengan orde baru yang sering ;
diistilahkan dengan rezim Soeharto. Adapun awal tonggak
kelahiran masa orde baru yakni dengan adanya penyerahan Surat
Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) kepada Soeharto oleh
Presiden Soekarno ketika itu.”> Sementara hukum Islam pada
masa orde baru adanya kejelasan serta kecenderungan rezim
orde baru untuk menyahuti keinginan umat Islam. Hal 'ini terlihat
dengan lahirnya UU Peradilan Agama tahun 1989, Inpres No. 1
tahun 1999 tentang kompilasi Hukum Islam serta dukungan kuat
pemerintah terhadap organisasi Cendikiawan Muslim Indonesia

(ICMmr).7
Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan dengan

lugas serta terperinci bebarapa peraturan perundang-undangan

" Ybnu Radwan Siddik T, Hukum Perdata Islam di Indonesia, tp,
tt, him, 15.

7 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di
Indonesia, dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi  Demokratis
Responsif, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000), hlm, 103-106. Lebih lanjut
lihat Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 34.
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~ Dalam pandangan Kamal Hasan, setidaknya ada 11 pasal
vang dipandang bertentangan dengan ajaran hukum Islam., yakni
pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat |, pasal 8 ayat ¢, pasal
10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat | dan 2. pasal
37, pasal 46 ayat ¢ dan d, pasal 62 ayat 2 dan ayat 9.7
Melihat reaksi keras umat Islam yang demikian meluas
dan pembicaraan di parlemen seakan buntu, maka melalui
lobbying-lobbying  antara  tokoh-tokoh  Islam dengang
pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan Islam

dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran

Islam. Adapun lobbying tersebut antara fraksi-fraksi di DPR
semisal fraksi ABRI, fraksi Persatuan Pembangunan.

" Adapun
isi kesepakan anatar fraksi-fraksi tersebut:

77 Kamal Hasan Modernisasi Indone i ‘endliki
4 nesia, Respons Cendikicawan
Muslim, (Jakarta; Lingkaran Studi In , b

donesia, 1987 . him. .
;:Ibid., him. 192-197. QAR
Lebih lanjut lihat Ars S
Perkaw e
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Indonesia adal
tentang Peradil
jika ditinjau dari segi

ah m?.?:%%% _Tﬁ 1
an Agama. Dalam pandang

tahun 1989 adalah lompatan seratus tahun dan dari segi hukum

. v .

substantif merupakan lompatan 100 windu. Kondisi inilah salah

satu penyebab ketika RUU tentang peradilan agama diajukan

mengundang banyak reaksi serta tanggapan.”’

Setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang

peradilan agama, sangat banyak kekurangan pada diri peradilan

agama yang telah menyebabkan perdilan agama tidak maksimal

dalam merealisikan atau melakukan kekuasaan kehakiman

secara mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh UU No. 14

tahun 1970. Adapun hal yang urgen dalam diri peradilan agama

untuk dicermati secara serius saat itu adalah masalah yang
akni susunan,

¢ dalam

menghambat gerak langkah peradilan agama

kekuasaan dan acara peradilan agama belum diatu

donesia, Aka"

' Busth i | /|
anul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di In 986),him:

,Mw\nx&s hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press,
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undang-undang tersendiri sebagaimana yang diiginkan oleh
pasal 12 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,?2

Namun pada saat ini, kondisi peradilan agama sungguh
sangat spektakuler dengan munculnya Undang-undang No. 35
tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970
vankni pengalihan admministratif lembaga peradilan di bawah
“écoamsmmm Mahkamah Agung. Kemudian dengan keluarnya
UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka
peradilan agama saat ini di bawah Mahkamah Agungsecara
keseluruhan. Karena untuk menyesuaikannya dengan substansi
UUD 1945 pasal (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ::mw::mm:
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.®

Sejalan dengan ketentuan peralihan ayat (2) bahwa

pengalihan organisasi, administasi, dan finansial dalam

lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat

> Muhammad Daud Ali, him. 254,

¥ Lebih lanjut lihat Tesis Amrin Salim, Kemandirian Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia (Studi Tentang Kontroversi Pengalihan Wewenang
Administrsi Organisasi dan  Finansial Peradilan agama di Bawah
Mahkamah Agung, t.p., 2004, him. 173.
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Peralihan UU No. 4 tahun 2004 maka :
a Semua pegawai di tingkat Direktorat Pembinaan Pe
Agama menjadi pegawai Direktorat .&a&_&

Peradilan agama pada Mahkamah Agung, serta ?m»a&
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi

pegawai mahkamah agung

b. Semua asset milik/barang inventaris pada Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama beralih menjadi

asset/milik inventaris Mahkamah Agung.®

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan bahan

hukum materil bagi para hakim pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara, kekuatan hukum dari KHI ini jika
oa ada di

ditinjau dari hierarki pereundang-nadanga yang
KHI

Indonesia adalah Inpres No. | Tahun 1991, Pembentukan

didasarkan pada substasi materi yang bernilaik

8 Ibid.

AN

an Islam deng®
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_.”,_ ..m-!.a.r. Pancasila seperti yang a_._«agms _s,
hukum nasional.® il
Kompilasi Hukum Islam disusun bertujuan agar ac

suatu kitab hukum atau pedoman bersama bagi para hakim di
pengadilan agama yang bisa diberlakukan secara seragam dalam

memutuskan suatu perkara. Karena selama ini para hakim
pengadilan agama memutuskan sesuai dengan kitab figh klasik
para imam mazhab yakni kepada 13 kitab figh yang ditetapkan
para imam mazhab utamanya para imam mazhab Syafi iyah,
serta imam mazhab lainnya.%

Dalam pandangan Amir Syarifuddin, bahwa pada
hakikatnya KHI secara substansial adalah hukum positif, karena
sepanjang sejarahnya KHI berasal dari kitab-kitab figh yang

muatannya tidak banyak mengalami perubahan, dan kemudian

® Ibid,, him, 118,

“ Adapun di antara kitab yang 13 yang disebutkan adalah: al-
Bajury, Fath al-Mu'in, Syarqawly “ala al-Tahrir, Qalyubiy, Fath al-Wahhab,
Tuhfah, Targhib al-Mustagfirin, Syamsuriy fi al-Faraid dan al-Figh “ala
Mazahib al-arbi'ah. Lihat Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1993, him. 129-130.
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menyebutkan beberapa pertimbangan tentang pentingnya KHI

tersebut dirumuskan dan berlakukan yaitu:

.

ro

Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus
ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan
oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah
menyebabkan antara lain; a) ketidak seragaman dalam
menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (ma
anzalalallahu), b) tidak mendapat kejelasan bagaimana
menjalankan syari‘at itu (tanfiziyah) dan c) akibat
kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-
jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD 1945 dan
perundangan lainnya.

Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara, hukum yang
diberlakukan sebagai perundang-undangan negara; 1). di
India pada masa Raja An Rijeb yang membuat dan
memberlakukan perndang-undangan yang terkenal dalam
Fatwa Alamfiri, 2). di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal
dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah, dan 3). Hukum

Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.*’

* Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem

Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof Dr.H. Busthanul Arifin, SH,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him, 11-12,
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mana dimaksud dalampasab '
'. rus dipenuhi syarat-syarat sebagai ber
A adanya persetujuan dari isteri/isteri-is
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjar
kepeluan-keperlian hidup isteri-isteri- d@m ana
. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil t
isteri-isteri dan anak-anak mereka. "R
Sesuai dengan alasan-alasan untuk boleh )
yang disebutkan undang-undang di atas, dan setelah cukup
alasan maka pengadilan akan memberikan izin kepadanya L uk
berpoligami. Jika dilihat dari alasan yang ada maka sangat st

bagi seorang suami untuk menemukan alasan-ala N ters

Cla

;-:_e ltu Juga, untUk berpollgaml seomnﬂ
“emenuhi beberapa syarat yang telah %L{ i

.l -I
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yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adany,
izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43,
Semua prosedur poligami yang dijelaskan ¢ atas
bertujuan untuk mempersulit terjadinya poligami sejalan
dengan prinsip perkawinan sendiri. Selain itu juga untuk
mengangkat drajat kaum wanita sendiri maka sangat
wajar bila dilihat secara cermat bahwa prosedur poligami
yang ditetapkan oleh undang-undang yang ada mm__@:m&
perangkat hukum lainnya terkesan mempersulit dap
sangat hati-hati. Meskipun demikian semua yang
ditetapkan itu tidak lain hanya untuk mengarahkan
sebuah perkawinan yang sesungguhnya agar tercapai
rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa poligami
maksimal empat orang isteri dalam waktu yang
bersamaan, hal ini didasarkan kepada hadis Gailan ibn
Salamah yang diriwayatkan dari Abdillah ibn 'Umar
yang artinya: “Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk
Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istert.
Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka nabi

Muhammad saw. memerintahkan kepadanya agat

memilih empat orang isteri saja di antara mereka (dan
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,Q

eriah lemibut dan”berbuat baik TEm
srena pada umumnya mereka kurang semp
agamanya. .
5 Menuntun isteri ke jalan kebajikan

g
g e
2. “ﬂhf«.. {
It

 Ber:

berhubungan dengan kebersihan atau thaharah dan lain

| Pada surat al-Bagarah ayat 233 dan surat &.H&n@. |
6 Allah memberikan ketentuan hal-hal yang menjadi hak ,_._:.._ &
kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarga ,.,..... |

- demikian juga sebaliknya, makna atau arti ayat tersebut: | :

L ngamg: ayah memberi makan dan pakaian kepada para
| dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani selain

. —

o

' Mustofa Basri, “Uqubat al-Lujjain, Pengantar dalam W

Bary Relysi ?.Ei Isteri, (Yogyakarta; LKis, 2001), hlm. ix. Lihe .
3 ussw&s dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata (SEmt =
udi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU Xe.

Pai K111, (Jakarta: Kencana, 2004), him. 180-181. s
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B a%a_d Smrmﬁam: :mm&: (o4l ih
_? mﬂ.ﬁm: non-materi yakni Bosmm%_
sebaik-baiknya dan melaksanakan keadi

isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu.

wajib menjaga kehormatan isteri, amsav‘

hubungan seksual antara suami isteri.

I11. Kewajiban isteri terhadap suaminya, meliputi:

Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam s

sesuatunya selama tidak merupakan yang dilarang

atau bertentangan dengan syari'at Islam.
b. Memelihara kepentingan suami berkaitan
kehormatan dirinya.
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al ini n.ﬁ.a_as oleh 2&3
Pasal 33

SQuami isteri wajib saling cinta-menci

Eﬂ..m_.o..sw:, setia dan member bantuan lahir b.

satu kepada yang lain. _
Pasal 34

sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-
baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya

masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
pengadilan. 4
Pada pasal selanjutnya UU No. | tahun 1974 mengatur

Masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Karena
anak juga merupakan amanah dari Allah yang harus %ﬁ :
- rhegung jawabkan oleh kedua orang tuanya baik di %
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kemampuannya.
ﬁu Guami wajib memberikan pendidikan

isterinya dan memberi kesempatan belajar p
yang berguna dan bermanfaat bagi wmwBP._ma%

|
_ bangsa. ral T
J (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggu

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi is

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan bia

pengobatan bagi isteri dan anak.

¢. Biaya pendidikan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pé
ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ad

tamkin sempurna dari isterinya.
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 menurut besar kecilnya jumlah keluarga
ditanggung masing-masing isteri, i

perjanjian perkawinan. o

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami

P

menempatkan isterinya dalam satu tempat kediam

Pasal 83

Tentang kewajiban isteri
(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti ,.
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas
yang dibenarkan oleh hukum [slam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan
rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. :
Pasal 84 4
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
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| i sendiri. Sehingga dengan @
gan yang menikah pada tujuan p

2 i

!
1=

- .,h...,.._... 1

Karena pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria deng
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) %m._ﬁ_ 2 ..

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Mekipun demikian, tidak semua perkawinan akan langgeng
sejalan dengan harapan yang diidam-idam kan, dengan demikian
perkawinan yang telah dijalani selama ini mangalami k
sehingga terjadilah perceraian atau putusnyd perkawinan di ﬁ__“.
antara keduanya, b a

an seorang wanita sebagai suami

-
o
i

ckacauan
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fﬁ.ﬁg.ﬂ yang kamu _a_..nig_.. _E
3&.55. mereka dan pisahkan diri mma.?
mereka, dan pukullah mereka. _Aoaca_mn _G 1

mu. maka janganlah kamu Bmsom:.mmm_;..u?

mentaati
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya >__m: 3&.5
Tinggi lagi Maha Besar.”

.. 2 Nusyuz suami terhadap isteri yaitu selama ini ada

" anggapan bahwa isteri saja yang nusyuz terhadap

suaminya, tapi bisa juga suaminya yang nusyuz terhadap <
| isteri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat |
an-Nisa" ayat 128 yang artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau

sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa

———

129
E Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kajaw) ers, 1995), him. 269-272,
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T Ll
._.uhhr:

gru_‘,,. 1a |

kamu kerjakan™. .

e 1ol s

esungguhnya Allah adalah

15, 7 -

Nusyuz suami terhadap isteri bisa .

o o . % . ..,nr_ )
B_mm_swmmamro_m_m_mzamq__u_rw_ﬁwsmsm.

memenuhi kewajibannya terhadap mmazzv&...,_ am_w o __.._ .
nafkah lahir maupun nafkah batin. sebab ada tugas suami
yang wajib dipenuhinya terhadap isterinya di antaranya
memberikan sandang, pangan, tidak memukul wajah jika

terjadi  nusyuz,  tidak mengolok-olok  dengan

|
|

mengucapan kan hal-hal yang dibencinya serta menjauhi
isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah."’ |
3. Terjadinya syigaq (percekcokan) Allah mengomentari M

hal ini menlalui firmannya pada surat an-Nisa' ayat 33 _

yang artinya:

Azhari Akmal Tarigan.

mbangan Huk

130 | ebih lanjut lihat Amiur Nuruddin dan

Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perke
dari Figh, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kenc

212.
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: .__1 l&!?ﬂ.soa_a terjadi saling tuduh menud

Menyebutkan baf, wa;

%ﬁr melakukan perbuatan s.:&

menyelesaikannya dengan cara Baag_&_w@:_,,_: uhan
yang didakwakan, dengan cara /i‘an. Cara ini akan
memasuki ruang putusnya perkawinan bahkan ::».wm;
selama-lamanya yang akhirnya akan terjadi talak ba'in
kubra''.

Bila perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi

schush rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh, namun
Udek bisa dipertahankan lagi. Islam telah mengatur dan
fenctapkan aturan tertentu yang berkaitan dengan tata cara

Peiceraian serta hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang
Sitimbulkannys,

: A
Ditegaskan pada ummm_umcam:m-::am:mzo._EE:

“Perkawinan dapat putus karena, a.

13)
Ahmad Rofig. him. 274
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(1 Pengadilan
mempelajari permohonan ﬁ;

dan dalam waktu selambat-lamb:

puluh) hari memanggil pemohon dar
untuk meminta penjelasan tentang mﬁﬁ
yang berhubungan dengan maksud me
talak.
(2) Setelah  Pengadilan Agama tidak b

menasehati kedua belah pihak dan 8,

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup !
dalam rumah tangga, Pengadilan Ag
menjatuhkan keputusan tentang izin bagi sua
untuk mengikrarkan talak. e
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan b

tetap, suami mengikrarkan talaknya
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12 suami, dan akan saya pergauli

OINMl........dengan bajk (mu’asyarah bil |

Thaﬁb Hudkum Kekeluargmn- ln?lé ~

TN l’l!"
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: - masa menunggu bagi seor‘ang'f’&
wlama waktu stelah terjadinya taIaiE tau

*Ilwam:.
Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam

berkenaan dengan waktu tunggu atau masa “iddah 1
pada Bab X VII yang bunyinya sebagai berikut: A
Pasal 153

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinann

PN “1".,'., 1
CUUNLIUL &

waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-
perkawinannya putus bukan karena kematian "
" Abd. Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum« Isla

M‘tm Baru Van Hoeve, 1996), him. 637,
PH.S. A, Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: I
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(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagyj

berikut: ‘ :
apabila perkawinan putus karena kematian walaupup
a. |
gabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 13
(seratus tiga puluh) hari;
b. apabila perkawinan putus karena perceraian, wakty
tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kal;
suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilap

puluh) hari; dan bagi yang tidak haid ditetapkan 9

(sembilan puluh) hari;

¢. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang
Janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu

ditetapkan sampai melahirkan.

apabila perkawinan putus karena kematian. sedang

Janda tersebut dalam keadaan hamil, wakty tunggu

ditetapkan Sampai melahirkan.

(3) Tidak ada wakqy tunggu bagi yang putus perkawinan

karena perceraian sedang antarg janda tersebut dengan

bekas Suaminya qabla 4| dukhuyl,

(4) Bagi ark A
):3451 perkawinan Yang - putus Kkarena perceraian,

engg; , :

Pcn&::dniir\:va/l\(lu unggy dihitung sejak jatuhnya putusan

gama vy

ang MeMpunyai kekuatan hukum
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S RS Ll . ,!‘ : rrm _I & Al
C 7 [-11‘4: nm‘ 1P i L .

4 3‘

Ve

=

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Penc:
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikal

menasehati suami isteri tentang hukum-hukum

kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruj , |
Pasal 168 g
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkﬁi?;
2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing- L
masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi,
sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Ni |
vang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan -
PR

v B
e il
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ajiban  tersebut, Pengadlklfbn“ - dap:

hwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

1 biaya penghidupan dan/at
- sesuatu kéwajiban bagi bekas isteri. . )
Kﬂlﬁpﬂaﬂ Hukum  Islam  menggunakan
haraan anak di dalam pasal-pasalnya‘y ng
“njelaskan:
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b.

c‘

gan PR

mendapat hadhanah dari ayal
ang hadhanah tern

untuk
Apabila pemeg
menjamin keselamatan ja |
n biaya nafkah dan hadhanah telaf
dicukupi, maka atas permintaan kera;,
bersangkutan pengadilan ~ Agama © dapa
an hak hadhanah kepada kerabal
hadhanah pula; E
ah anak menjadi -

smani dan rohani an

meskipu

memindahk
yang mempunayi hak

Semua biaya hadhanah dan nafk
ah menurut kemampuannyds

tanggungan ay
sekurang-kurangnya sampai anak  tersebut.

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21

tahun); I
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